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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 

sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. UKL-UPL belum mampu berperan dalam pengendalian 

persoalan lingkungan berkaitan dengan pembangunan hotel di 

Yogyakarta. Ketidakmampuan peran ini disebabkan karena 

secara normatif masih lemah dan dalam praktek masyarakat 

tidak dilibatkan dalam proses UKL-UPL, serta ada 

pembangunan hotel dengan komplesitas persoalan lingkungan 

yang tinggi, tetapi hanya dipersyaratkan UKL-UPL, sehingga 

kajian dampak lingkungannya kurang komprehensif. Di 

samping itu, adanya manipulasi dalam membuat kajian UKL-

UPL menyebabkan UKL-UPL tidak mendeskripsikan dampak 

lingkungan yang sebenarnya. 

2. Kendala yang dialami dalam Pengendalian Persoalan Lingkungan 

Berkenaan dengan Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta yaitu: 

a. Kuatnya tekanan modal investor mampu mengontrol 

pemerintah dalam menerapkan peraturan dan kebijakan 

yang diterbitkan.  
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b. Terdapat kelemahan aturan terutama Pasal 15 Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin 

Lingkungan, karena peraturan pemerintah ini tidak 

melibatkan masyarakat dalam pembuatan UKL-UPL. 

c. Peraturan Walikota Yogyakarta  Tentang Pengendalian 

Pembangunan Hotel membuka peluang bagi investor 

untuk mengembangkan hotel tanpa mendapatkan izin 

lingkungan yang baru. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Perlu adanya revisi peraturan terkait UKL-UPL untuk 

melibatkan masyarakat dalam proses UKL-UPL 

2. Pembanguann hotel dengan kompleksitas persoalan 

lingkungan yang tinggi perlu diwajibkan membuat 

AMDAL, bukannya UKL-UPL 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

66 
 

 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

BUKU 

 Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, sinar Grafika, Jakarta,2005  

Emil salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta, 2008 

Mohamamad Taufik Makarao, Aspek-aspek Hukum Lingkungan, PT 
Indeks, Jakarta 2011 

 
Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan 

Pembangunan Lingkungan Hidup, 2008 Jakarta 
 
RM.Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, 

Jakarta, 1996 
 
Soemarwoto Otto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan cetakan 

kesepuluh, Djambatan, Jakarta, 2004  
 
Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia cetakan kedua, 

Sinar Grafika, Jakarta, 2009  
Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Hal 98 Cetakan ke-2 

Grafindo Persada, Jakarta 2012 
 

 

Peraturan Perundang-undangan  

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan 
Retribusi Daerah 

 
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 
 
Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 Tentang Izin lingkungan 
 



 

 

67 
 

 
 

Peraturan Menteri Negeri Lingkungan Nomor 13 Tahun 2010 Tentang 
UKL-UPL dan SPPL 

 
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 

Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Mengenai AMDAL 
Dan Izin Lingkungan 

 
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang 

Pengendalian Pembangunan Hotel 
 

Kamus  

 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat 

 
Website 

 
http://repository.usu.ac.id diakses tanggal 17 September 2014 
 
http://lifestyle.kompasiana.com/urban/2012/08/07/hotel-berbintang-vs-

hotel-melati483321  diakses pada tanggal 14 September 2014 
 
http://ravikhayyu.blogspot.com/2012/07/perbedaan-klasifikasi-hotel-

bintang  diakses tanggal 23 April 2014 
 
http://jogja.tribunnews.com/2014/01/14/pertumbuhan-hotel-harus -

dibarengi-infrastruktur-pendukung/  
 
http://anditriplea.blogspot.com/2011/05/pengertian-hotel  di akses pada 14 

April 2014 
 
http://perizinan.jogjakota.go.id/home.php?mode=content&submode=detail

&id=946  diakses tanggal 14 November 2014. 
 
http://www.ampta.ac.id/pertumbuhan-hotel-di-jogja,  diakes pada tanggal 

10 November 2014. 
 

 



 

 



 

 



 

 


